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ABSTRAK

Salah satu instrumen untuk pengendalian dampak lingkungan adalah UKL-UPL,
namun pada kenyataannya pemrakarsa belum sepenuhnya melakukan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan, tercermin dari data yang dimiliki Kantor Lingkungan
Hidup Kota Magelang sampai tahun 2012 bahwa jumlah pelaporan rutin pemrakarsa
sebesar 0%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketaatan serta
kendala pemrakarsa dalam mengimplementasikan UKL-UPL, pengawasan oleh Kantor
Lingkungan Hidup Kota Magelang dan instansi terkait lainnya, merumuskan
rekomendasi terkait hal tersebut. Manfaat dari penelitian ini  adalah untuk
meningkatkan kesadaran pemrakarsa dalam melaksanakan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan, bahan pertimbangan Kantor Lingkungan Hidup Kota
Magelang dalam melakukan pengawasan, menambah informasi kepada masyarakat
tentang pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan oleh pemrakarsa,
pengembangan ilmu lingkungan terkait ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dan
menambah wawasan mengenai UKL-UPL dan pelaksanaannya.

Obyek penelitian adalah 6 (enam) kegiatan di bidang kesehatan yang telah
memiliki dokumen UKL-UPL yang ada di Kota Magelang. Penelitian ini dilakukan
menggunakan metode observasi dengan pendekatan analisis bersifat preskriptif
berbasis data kualitatif. Data penelitian ini didapat dengan metode survei, wawancara
mendalam dengan panduan pertanyaan dan studi literatur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemrakarsa belum taat dalam
melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Hal ini dikarenakan : 1)
Belum menyadari bahwa lingkungan hidup adalah kepentingan publik yang tidak boleh
dirusak, 2) SDM dan sarana kurang memadai, 3) Anggaran yang besar. Pengawasan
yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang dan instansi terkait lainnya
belum berjalan sebagaimana diharapkan. Pengawasan dan koordinasi yang ada
selama ini bersifat reaktif. Saran dalam penelitian ini adalah : 1) Pengawasan dari
Kantor Lingkungan Hidup melalui pemberitahuan dan surat teguran mengenai
kewajiban pelaporan rutin, dilanjutkan dengan verifikasi ke lapangan, dan melibatkan
pengambil kebijakan dalam pelatihan mengenai pengelolaan lingkungan, serta
meningkatkan kinerja PPLHD, 2) Meningkatkan peran serta masyarakat, 3)
Pemrakarsa agar lebih dapat menyadari arti pentingnya pengelolaan dan pemantauan
lingkungan, dengan meningkatkan sarana prasarana dan sumber daya manusia agar
dapat mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kata-kata kunci : UKL-UPL kesehatan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan,
penaatan
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ABSTRACT

Environmental Management and Monitoring Effort (UKL-UPL) is one of important
instruments for maintaining environmental impact management. However, the effort
has not been properly implemented in Magelang city, according to data reported until
2012 by the Municipal Office of Environmental Affairs of Magelang. It is disappointing
that the local initiators did not give any routine report concerning the implementation
progress. This study aimed to analyze degree of compliance and problems faced by the
environmental initiators in implementing the UKL-UPL as well as monitoring by the
Municipal Office of Environmental Affairs of Magelang. The study expected to become
a cornerstone for improving the initiators’ awareness of implementing the environmental
management and monitoring, a valuable input for the Municipal Office of Environmental
Affairs of Mageleng in environmental monitoring, providing information to the local
people concerning environmental management and monitoring by the initiators, and
enriching environmental knowledge, in particular the implementation of UKL-UPL
according to the ongoing regulations.

The study performed six health-related environmental activities, those having the
UKL-UPL documents in the Magelang Municipal area. The study applied an
observation method using a prescriptive analytical approach based on qualitative data.
Data for the study were obtained by survey, in-depth interview and library study.

Result of the study showed that the initiators’ lacking degree of compliance had
caused poor quality of the environmental management and monitoring. Problems that
faced the initiators included 1) poor awareness of the importance of preserving and
sustaining the environment for common good, 2) poor quality of human resource and
facilities, and 3) lacking budget. The Municipal Office of Environmental Affairs of
Magelang had not performed monitoring properly. Both monitoring and co-ordination
were still reactionary whenever a problem arose. Accordingly, this study recommended
1) monitoring by the Municipal Office of Environmental Affairs preceded by letter of
notification and/or sanction concerning the mandatory report, followed by on site
verification, involvement of all decision-makers in environmental management training,
and improvement of PPLHD performance, 2) improvement of community participation,
and 3) promoting initiators’ awareness of the importance of the environmental
management and monitoring by improving facilities and human resoruces in order to
create a sustainable environmental management.

Keywords: UKL-PKL environmental health, management and monitoring, compliance
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 14, yang
dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah “masuk atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah
ditetapkan”.

Pencemaran lingkungan hidup perlu penanganan yang profesional dan cepat.
Koordinasi/hubungan dan mekanisme kerja antar pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
sangat diperlukan, sehingga terdapat kejelasan mandat, untuk menghindarkan
terjadinya kerancuan dan tumpang tindihnya wewenang dan tanggungjawab di bidang
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Sosialisasi dan komunikasi menjadi
kunci penting bagi implementasi pembangunan berwawasan lingkungan (Sukadji,
2006).

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 22 ayat (1) bahwa “setiap
usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki
Amdal” dan Pasal 34 ayat (1) bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak
termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL”. Dokumen lingkungan
ini digunakan sebagai instrumen pencegahan pencemaran yang dibuat pada tahap
perencanaan usaha dan/atau kegiatan. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang untuk selanjutnya disingkat Amdal
maupun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
yang untuk selanjutnya disingkat UKL-UPL.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengamanatkan kepada instansi
yang bergerak di bidang lingkungan hidup untuk mengawasi pelaksanaannya, hal ini
tertuang di dalam pasal 71 ayat (2) yang menyatakan bahwa “menteri, gubernur, atau
bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan
kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup”. Seluruh kewajiban yang tercantum dalam UKL-UPL
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juga wajib dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan
dilaporkan secara berkala kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi dan/atau
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Hal ini sesuai dengan apa yang
tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Menurut Nugro (2008), sistem dan materi yang ada di dalam kebijakan sudah
memadai dalam rangka mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan.
Peraturan-peraturan ini harus diikuti pula dengan sosialisasi dan penyuluhan-
penyuluhan mengenai lingkungan, apabila hal ini tidak disertai dengan monitoring
kualitas lingkungan yang berkala dan terkoordinasi antar lembaga, maka pencemaran
akan masih terjadi dan tidak terpantau.

Kota Magelang merupakan kota jasa yang cukup strategis karena terletak di
antara 2 kota besar yaitu Semarang dan Yogyakarta. Perekonomian Kota Magelang
ditopang dari berbagai sektor, baik pariwisata, industri, perdagangan, kesehatan,
maupun kegiatan usaha lainnya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan,
usaha di berbagai sektor tersebut membuat dokumen lingkungan. Berdasarkan data
yang ada pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang menyebutkan bahwa
dokumen lingkungan yang dimiliki usaha di Kota Magelang adalah dokumen UKL—
UPL, tidak ada usaha yang berkewajiban memiliki Amdal.

Berdasarkan data dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang, usaha di Kota
Magelang yang sudah memiliki UKL-UPL sampai dengan awal tahun 2012 sebanyak 27
buah, terdiri dari 6 buah usaha di bidang kesehatan, 4 buah SPBU, 2 buah swalayan, 1
buah agen gas elpiji, 5 buah hotel, 3 buah ruko, 2 buah perumahan, 1 buah hutan kota,
1 buah sentra pengolahan ikan, 1 buah jasa pembiayaan, dan 1 buah sentra
pengolahan ikan.

Usaha di bidang kesehatan memiliki dokumen UKL-UPL paling banyak dan
memiliki jenis limbah yang lebih beragam dan perlu penanganan khusus jika
dibandingkan dengan bidang usaha lainnya, hal ini terkait dengan aktivitas di dalamnya.
Limbah yang dihasilkan ada limbah infeksius dan noninfeksius. Limbah infeksius
adalah limbah medis, dapat berupa jarum suntik, bekas botol infus, darah dari ruang

operasi dan bersalin, dan lain sebagainya, sedangkan limbah noninfeksius adalah
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limbah cair domestik serta limbah padat pada umumnya seperti kertas, plastik, logam,
dan lain-lain. Usaha di bidang kesehatan ini juga menghasilkan limbah B3, antara lain
limbah dari laboratorium, bahan kimia yang sudah kadaluarsa, produk farmasi yang
sudah kadaluarsa, dan lain sebagainya. Pembangunan rumah sakit atau fasilitas
kesehatan lainnya dapat menimbulkan dampak positif dan negatif, terutama bagi
lingkungan, menjadi negatif bila rumah sakit tersebut tidak dapat mengelola dampak
negatifnya dengan baik. Pada tahun 2010 jumlah rumah sakit umum 6 buah, rumah
sakit paru dan rumah sakit jiwa masing-masing 1 buah, serta 2 buah rumah sakit
bersalin (Kota Magelang Dalam Angka, 2011).

Pengelolaan limbah rumah sakit mempunyai arti penting dalam rangka untuk
mengamankan lingkungan hidup dari gangguan zat pencemar yang ditimbulkan oleh
buangan rumah sakit tersebut. Menurut Sri (2005), limbah rumah sakit merupakan
buangan infeksius yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Pengelolaan limbah
rumah sakit yang tidak sempurna dapat memicu terjadinya penularan penyakit dari
pasien ke pekerja, dari pasien ke pasien, dari pekerja ke pasien maupun dari
pengunjung rumah sakit. Sama halnya menurut Bestari (2007), kegiatan rumah sakit
mempunyai potensi menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran
lingkungan hidup. Limbah rumah sakit terdiri dari limbah domestik dan limbah infeksius
sehingga diperlukan pemisahan limbah secara ketat berdasarkan jenis limbahnya agar
dampak yang diakibatkan dapat ditekan seminimal mungkin. Oleh karena itu perlu
dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair yang dibuang ke lingkungan.
Sehingga sangat perlu mengurangi pencemaran tersebut dengan pengelolaan limbah
yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk itu diperlukan sarana dan
sumber daya manusia yang memadai untuk dapat melakukan pengelolaan,
penambahan jumlah petugas baik dari segi jumlah ataupun pendidikan serta evaluasi
pengelolaan limbah padat rumah sakit baik dari segi jumlah ataupun pengelolaan.

Usaha kegiatan di bidang kesehatan dapat memberikan dampak positif dan
negatif terhadap lingkungan baik fisik maupun nonfisik. Sebagai instrumen
pengendalian pencemaran lingkungan dan untuk meminimasi dampak yang dihasilkan
dari usaha, maka setiap pemrakarsa yang usahanya menghasilkan dampak negatif ke

lingkungan baik fisik maupun nonfisik diwajibkan untuk membuat dokumen kelayakan
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lingkungan sebelum usaha tersebut berjalan. Apabila dampaknya tidak penting maka
dokumen tersebut berupa dokumen UKL-UPL.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Pasal 14 ayat (1)
yang menyebutkan bahwa “UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan”,
maka dokumen UKL-UPL harus disusun pada tahap perencanaan.

Menurut Abdul (2007), instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan
hidup mempunyai kewenangan dalam pengendalian dampak lingkungan, pencemaran,
dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan UKL-UPL di daerahnya.
Peran yang efektif dari pemerintah diperlukan dalam dokumen lingkungan, agar dapat
lebih meningkatkan kualitas dan integritas dokumen lingkungan (Ross, 2006).

Pada kenyataannya, berdasarkan data tahun 2012 dari Kantor Lingkungan Hidup
Kota Magelang, tingkat ketaatan pemrakarsa untuk melaksanakan dokumen UKL-UPL
masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan oleh belum adanya satu pun pelaporan secara
periodik mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh
pemrakarsa kepada Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang. Pengawasan Kantor
Lingkungan Hidup Kota Magelang selama ini dilakukan lebih kepada pemrakarsa yang
belum memiliki dokumen UKL-UPL agar segera menyusunnya dibandingkan dengan
mengevaluasi dokumen UKL-UPL yang sudah disahkan (Kantor Lingkungan Hidup
Kota Magelang, 2012).

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah kondisi eksisting dari obyek penelitian?

2. Bagaimanakah tingkat ketaatan pemrakarsa dan kendala-kendala apa saja yang
dihadapi dalam mengimplementasikan dokumen UKL-UPL?

3. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota
Magelang dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan UKL-UPL?

4. Bagaimanakah rekomendasi untuk meningkatkan ketaatan pemrakarsa terhadap
dokumen UKL-UPL?

1.3 Tujuan Penelitian
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1. Mengetahui kondisi eksisting dari obyek penelitian

2. Menganalisis tingkat ketaatan pemrakarsa dan kendala-kendala apa saja yang
dihadapi dalam mengimplementasikan dokumen UKL-UPL

3. Menganalisis pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang dan instansi terkait lainnya

4. Merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan ketaatan pemrakarsa terhadap
dokumen UKL-UPL

1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat praksis
a. Bagi pemrakarsa
Penelitian ini berguna untuk meningkatkan kesadaran pemrakarsa dalam
melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
b. Bagi pemerintah
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan
Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap usaha yang telah memiliki dokumen UKL-UPL
2. Manfaat akademis
Penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu lingkungan terkait
ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dan menambah wawasan mengenai

UKL-UPL dan pelaksanaannya

1.5 Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh pemrakarsa
di Kota Magelang belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian mengenai
pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh pemrakarsa yang digunakan sebagai
referensi dalam penelitian ini antara lain:
1. Ana Shoba (2006) Tesis MIL Undip, dengan judul Evaluasi Pelaksanaan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pada Beberapa Industri di Kabupaten
Tangerang, adapun hasil penelitiannya adalah pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh industri belum mengarah pada

17



kesadaran kelestarian lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan
dilaksanakan untuk mencegah gejolak masyarakat dan hal ini masih menjadi beban
dan belum dirasakan manfaatnya oleh industri, keterlibatan masyarakat masih
relatif rendah disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat, tidak adanya akses
bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam pengelolaan dan pemantauan
lingkungan, pengawasan yang dilakukan masih bersifat pasif dan reaktif, koordinasi
dengan instansi terkait yang kurang terpadu, penerapan reward and punishment
belum dilaksanakan.

Nunung Prihatiningtias (2009) Tesis MIL Undip, dengan judul Efektivitas
Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di
Kabupaten Kudus, hasil penelitiannya adalah pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh industri belum mengarah pada
kesadaran melestarikan lingkungan, keterlibatan dan keperdulian masyarakat
dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih rendah, pengelolaan dan
pemantauan lingkungan dilaksanakan karena pengawasan pemerintah dan untuk
mencegah gejolak masyarakat, pengawasan yang dilakukan Instansi terkait
lingkungan hidup bersifat pasif dan reaktif, koordinasi yang kurang antara Instansi
terkait, belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
Sri Subekti (2005) Tesis MIL Undip, dengan judul Pengelolaan Air Bersih Rumah
Sakit Sebagai Upaya Minimasi Limbah Cair Studi Kasus Rumah Sakit Umum
Daerah Ungaran), yang membahas tentang pengelolaan air bersih dalam upaya
mengurangi limbah cair yang dihasilkan. Pengelolaan limbah rumah sakit
diperlukan sejak awal kegiatan, karena jika penanganan awal sudah dilaksanakan
diharapkan buangan tersebut tidak menimbulkan gangguan pada instalasi pengolah
limbah karena limbah rumah sakit merupakan limbah infeksius sehingga dapat
menimbulkan infeksi nosokomial yang dapat membayakan bagi pasien maupun
karyawan yang ada pada rumah sakit tersebut. Diperlukan juga tambahan tenaga
pengelola pada Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran karena tenaga yang ada
sekarang belum memadai karena belum terdapatnya tenaga ahli lingkungan atau
sederajat yang menangani Instalasi Pengolah Limbah yang ada pada saat ini.

Untuk sementara tenaga pengelola ditangani oleh tenaga Instalasi Sarana
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Prasarana Rumah Sakitdan tenaga pengelola tersebut masih menangani berbagai
masalah umum yangterdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran sehingga
mereka tidak dapat mengamati secara fokus instalasi pengolah limbah yang sudah
ada pada saat ini.

4. Bestari Alamsyah (2007) Tesis MIL Undip, dengan judul Pengelolaan Limbah di
Rumah Sakit Pupuk Kaltim Bontang Untuk Memenuhi Baku Mutu Lingkungan, yang
membahas tentang pengelolaan limbah rumah sakit yang membutuhkan komitmen
yang selalu terpelihara dan kebijakan yang nyata terlihat dari manajemen rumah
sakit dalam rangka menunjukkan kesungguhan dan dukungan dalam pengelolaan
limbah yang baik, dan peningkatan pelaksanaan evaluasi ketaatan terhadap
peraturan lingkungan yang relevan dan pengelolaan lingkungan secara periodik dan
terdokumentasi.

5. Sutrisnowati (2004) Tesis MIL Undip, dengan judul Pengelolaan Limbah Padat
Infeksius Rumah Sakit (Studi Kasus di Rumah Sakit PT. Pupuk Kaltim), yang
membahas tentang pengelolaan limbah padat rumah sakit baik limbah domestik
dan infeksius, limbah-limbah tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak
menimbulkan penyakit atau virus terhadap baik karyawan ataupun pengunjung.
Hasil penelitian menunjukkan diperlukannya penambahan jumlah petugas baik dari
segi jumlah ataupun pendidikan serta peningkatan evaluasi pengelolaan limbah

padat rumah sakit.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sejenis yang pernah
dilakukan. Penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Tangerang, Bontang, Ungaran,
dan Kabupaten Kudus, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Magelang. Obyek
penelitian pada penelitian sebelumnya tentang dokumen lingkungan adalah industri,
sedangkan obyek penelitian pada penelitian ini adalah usaha di bidang kesehatan.
Penelitian di bidang kesehatan sebelumnya membahas mengenai pengelolaan air
bersih, limbah rumah sakit, sedangkan penelitian ini membahas pengelolaan
lingkungan di bidang kesehatan dan dihubungkan dengan penaatan terhadap dokumen
UKL-UPL.
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